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Isu Kunci 

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut: 
1) Kesejahteraan petani padi perlu mendapatkan perhatian lebih agar dapat berkelanjutan. 

2) Diskrepansi implementasi kebijakan pertanian padi masih terjadi di wilayah penghasil padi 

3) Pertanian padi di sentra produksi padi perlu mendapatkan perhatian serius seluruh pihak 

4) Kebijakan pertanian yang tidak tepat dapat mempengaruhi keberlanjutan pertanian  

5) Peningkatan peran pemerintah desa dalam implementasi kebijakan pertanian padi 

 

Rekomendasi 

Indonesia memiliki tantangan dalam mempertahankan lahan pertanian dan mencukupi kebutuhan 

pangan masyarakatnya di tengah tekanan urbanisasi. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat mendorong 

kebutuhan permukiman dan fasilitas lainnya juga bertambah. Pertanian merupakan sektor yang paling rentan 

beralih fungsi disaat menghadapi perkembangan wilayah. Nilai ekonomi pertanian yang rendah dan berisiko 

tinggi merupakan salah satu penyebabnya dan umumnya kalah bersaing dengan sektor lainnya. Nilai ekonomi 

tanaman padi lebih rendah dibandingkan tanaman pertanian lainnya, namun menjadi kebutuhan pertanian 

utama di Indonesia yang masyarakatnya sebagian besar mengkonsumsi beras. Petani padi memerlukan 

dukungan berbagai pihak untuk tetap menjalankan aktivitasnya di sektor pertanian. Peran kebijakan menjadi 

sentral dalam melindungi dan memastikan keberlanjutan pertanian padi. Rekomendasi yang perlu dilakukan 

antara lain: peningkatan kesejahteraan petani melalui berbagai skema (tidak hanya insentif), peningkatan 

koordinasi antar pihak dari pusat sampai lokal, pelibatan pemerintah desa dalam program atau kebijakan 

pertanian, dan meningkatkan fasilitas-pelayanan di sekitar wilayah pertanian. 
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Pendahuluan 

Proses perumusan kebijakan merupakan 

tahapan yang menjadi perhatian setiap penyusun 

kebijakan. Pemahaman terhadap ketercapaian 

terhadap tujuan disusunnya kebijakan menjadi hal 

utama. Adakalanya kebijakan yang disusun tidak 

dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan sehingga 

kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Ketidaksesuaian antara apa yang 

diinginkan (tujuan) dengan realisasi kebijakan yang 

dilaksanakan di lapangan dalam paper ini disebut 

“diskrepansi”. Diskrepansi yang dimaksud dalam 

policy brief ini lebih kepada kebijakan pertanian 

yang berada pada suatu wilayah kabupaten/kota 

sentra produksi padi. 

Dalam pembuatan kebijakan umumnya 

mencakup penyusunan agenda kebijakan, 

perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan 

evaluasi dampak kebijakan. Tahapan tersebut 

merupakan proses yang berkelanjutan, dengan 

banyak umpan balik, yang dilakukan oleh berbagai 

aktor (Hill and Varone 2021). Kebijakan yang sesuai 

tujuan awal disusunnya kebijakan akan 

memberikan manfaat yang besar bagi penerima 

kebijakan, namun sebaliknya kebijakan yang tidak 

sesuai tujuannya dapat membawa dampak negatif 

diantaranya kerugian, kerusakan, kelangkaan, 

pemborosan, dan bahkan bencana.  

Setiap sektor memiliki kebijakan masing-

masing, termasuk diantaranya pertanian. Kebijakan 

untuk pertanian terdiri dari keputusan pemerintah 

yang mempengaruhi tingkat dan stabilitas harga 

input dan output, investasi publik yang 

mempengaruhi produksi pertanian, biaya dan 

pendapatan serta alokasi sumber daya (Atieno 

2006).  Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk 

menambah dan mengamankan pendapatan 

pertanian, memastikan pasokan makanan yang 

stabil, dan mendukung ekonomi pertanian (Jackson 

et al. 2009). Kebijakan pertanian dapat berupa 

antisipasi terhadap aktivitas dan kendala yang 

mungkin dapat timbul atau respon terhadap 

permasalahan yang timbul di sekitarnya. 

Ditengah tekanan globalisasi dan urbanisasi 

di Indonesia, pertanian merupakan salah satu 

sektor yang merasakan dampak negatifnya. 

Pertumbuhan populasi memerlukan lahan hunian, 

infrastruktur, dan tempat bekerja yang terus 

bertambah (Fiqriyati, Panuju, and Mulya 2022; 

Mulya 2022). Salah satu penyebab masifnya alih 

fungsi pertanian karena lahan sawah memiliki 

karakteristik lahan yang sama untuk penggunaan 

lahan terbangun seperti permukiman, industri, 

perkantoran dan lahan terbangun lainnya. 

Karakteristik lahan pertanian padi yang umumnya 

bertopografi datar, dekat dengan akses jalan, dan 

sumber air akan memiliki kecenderungan berubah 

menjadi lahan terbangun lebih cepat. Mekanisme 

pasar akan bekerja tanpa memandang dampak 

negatif apabila pertanian hilang. Penelitian 

(Setyardi Pratika Mulya, Rustiadi, and Pravitasari 

2019) di Bogor menunjukkan perbandingan 

landrent pertanian (padi dan hortikultura) dan non-

pertanian (permukiman) sebesar 1 dibanding 24 

sampai 274 kali lipat lebih besar. Sebuah persaingan 

yang tidak seimbang jika bergantung pada 

mekanisme pasar. Dalam hal ini, kebijakan yang 

berpihak pada pertanian padi menjadi tumpuan 

utama keberlanjutan lahan dan aktivitas pertanian 

di tengah tekanan urbanisasi. 

Selain lahan pertanian semakin berkurang 

drastis, sektor ini juga semakin ditinggalkan karena 

kalah bersaing dengan sektor lainnya, seperti jasa, 

perdagangan, dan industri.  Faktor ekonomi 

(kebutuhan hidup) menjadi pendorong utama 

petani padi meninggalkan pertaniannya. Pertanian 

padi merupakan sektor penting yang harus 

dipertahankan, walaupun daya saing yang rendah. 

Pertanian padi merupakan hajat hidup orang 

banyak, karena mencukupi salah satu kebutuhan 

hidup manusia (pangan). Peran pertanian tidak 

Diskrepansi Kebijakan Pertanian di 
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hanya terbatas pada kebutuhan ekonomi dan sosial, 

tetapi aspek ekologi-lingkungan juga sangat 

penting. Pertanian di wilayah perkotaan, pinggiran 

kota, dan perdesaan berperan penting bagi 

ekosistem wilayah disekitarnya (Mulya, Putro, and 

Hudalah 2023). Apabila pertanian hilang atau habis 

dapat mempengaruhi keberlangsungan dan 

adaptasi kota terhadap berbagai keadaan, seperti 

perubahan iklim, bencana dan polusi (Pribadi, 

Vollmer, and Pauleit 2018). Pertanian sebagai ruang 

terbuka hijau berperan ganda sebagai daerah 

tangkapan air (catchment area) dan penyeimbang 

polusi perkotaan (Barataud et al. 2014).  Peran 

kebijakan bagi pertanian sangatlah penting agar 

dapat survive dan berkelanjutan. Strategi 

pembangunan berbasis pertanian dengan program 

dari negara sangat penting untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang cepat, pengentasan 

kemiskinan, dan transformasi structural (Bezemer 

and Headey 2008). Kebijakan yang tepat akan 

memberikan dampak bagi keberlangsungan 

pertanian.  

Berdasarkan berbagai permasalahan diatas 

perlu diuraikan berbagai kebijakan yang memiliki 

ketidaksesuaian atau diskrepansi dalam 

pelaksanaannya. Terlebih, ketidaksesuaian ini 

terjadi di wilayah (kabupaten) yang menjadi 

penyuplai pangan terbesar atau lumbung pangan 

nasional. Keberlanjutan sebagai pusat produksi 

pangan kedepan menjadi hal yang perlu 

dipertanyakan 

Diskrepansi Kebijakan 

Pertanian di Sentra Produksi 

Padi Jawa Barat 

Sentra produksi padi atau istilah lainnya 

adalah lumbung pangan (nasional) adalah sebutan 

bagi kabupaten/kota yang berkontribusi besar 

(penghasil) dalam produksi padi (pangan) nasional 

(Avicienna, Tjahjono, and Sutandi 2012; Marinda, 

R.P. Sitorus, and Pribadi 2020; Mulya 2022). 

Walaupun sebenarnya istilah lumbung pangan 

nasional ini belum memiliki kejelasan definisi dan 

kriteria. 

Tentunya dalam hal ini wilayah tersebut 

memiliki karakteristik landscape hamparan padi 

yang luas, produksi dan produktivitas yang tinggi, 

sehingga berharap kedepan akan tetap menjadi 

wilayah yang dapat dijadikan tumpuan dalam 

penyediaan pangan. Umumnya, wilayah lumbung 

pangan ini memiliki agro-ecology yang sesuai untuk 

pertumbuhan padi, sehingga memiliki histori 

sebagai pusat penghasil padi. Beberapa diantaranya 

kabupaten/kota ini berada di Provinsi Jawa Barat. 

Produksi padi dalam ton kabupaten/kota di Jawa 

Barat sesuai disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Grafik produksi padi kabupaten/kota di 

Jawa Barat. Tidak ada kriteria khusus berdasarkan 

produksi wilayah yang menjadi sentra produksi 

padi, namun dalam berbagai publikasi di Jawa Barat 

disebutkan kabupaten/kota pada urutan 1-3. 

Dalam hal ini, pemerintah daerah 

kabupaten/kota yang menjadi sentra produksi padi, 

menerima tugas dan tanggung jawab yang berat 

dalam memastikan keberlanjutan sumber pangan 

ini karena tidak hanya untuk kebutuhan local, tetapi 

nasional. Selain itu, dalam rangka pembangunan 

wilayah pemerintah daerah harus memiliki Langkah 

strategis agar dapat memastikan pembangunan 

wilayah dapat berjalan dengan baik tanpa 

mengesampingkan pertanian (khususnya padi).  

Dari sisi nilai ekonomi jelas bahwa landrent 

pertanian lebih rendah dan jauh lebih kecil 

dibandingkan permukiman atau lahan terbangun 

lainnya. Perbandingan antara keduanya sangat jauh 

bahkan landrent permukiman bisa mencapai 24 

sampai 200 kali land rent pertanian sawah (S. P. 
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Mulya et al. 2019; Setyardi Pratika Mulya et al. 

2019). 

Dengan demikian jelas, pertanian 

memerlukan dukungan kebijakan untuk 

memastikan pertanian padi dapat tetap exist 

sampai saat ini. Posisi tawar pertanian (terutama 

padi) yang rendah memerlukan dukungan dari 

berbagai pihak. Dari sisi ekologi dan sosial, 

pertanian padi memerlukan lahan yang lebih luas 

untuk menghasilkan produk pangan, memerlukan 

dukungan air berlimpah, pupuk, pestisida, dan 

tenaga kerja padat karya. Walaupun membutuhkan 

sumberdaya yang besar tetapi menghasilkan nilai 

ekonomi yang lebih kecil dibandingkan sektor 

lainnya (industri, jasa).  

Kebijakan di wilayah lumbung pangan 

adakalanya kurang berpihak pada keberlanjutan 

pertanian pangan (padi). Memang, tidak selalu 

wilayah dengan komoditas unggulan padi, semua 

kebijakan harus berfokus pada komoditas tersebut. 

Lebih tepatnya, adalah proporsional sesuai 

kebutuhan dan sumberdaya. Beberapa kebijakan 

secara tidak langsung dapat berdampak pada 

keberlangsungan pertanian padi. Kebijakan-

kebijakan tersebut sesuai disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Diskrepensi beberapa kebijakan yang 

mengancam keberlanjutan pertanian sawah. 

No Terkait  Kebijakan (lingkup) Diskrepensi 

1 Objek 

Ruang 

Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang 

Ekonomi No 18 

Tahun 2020 tentang 

Tata Kerja Tim 

Terpadu 

Pengendalian Alih 

Fungsi Lahan Sawah 

dan Tim Pelaksana 

Pengendalian Alih 

Fungsi Lahan Sawah. 

Penetapan Luas 

Sawah Dilindungi 

(LSD). (Nasional) 

Kebijakan top-down 

dari pusat. 

Kurangnya 

koordinasi dengan 

pemerintah daerah. 

Implementasi 

kebijakan ini di 

Kabupaten Karawang 

tidak berjalan mulus. 

20% lahan yang 

ditetapkan sebagai 

LSD dikuasai 

pengembang 

(Bahfein 2023).  

2 Subjek 

Petani 

Program Petani 

Millennial. (Provinsi) 

Di wilayah sentra 

pangan, program 

lebih difokuskan 

pada pertanian 

hortikultura. 

Sementara itu, yang 

dibutuhkan adalah 

petani milenial yang 

No Terkait  Kebijakan (lingkup) Diskrepensi 

akan melanjutkan 

pertanian padi 

sawah. 

3 Objek 

Ruang 

Terdapat Peraturan 

Daerah tentang 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah yang akan 

mengmbangkan 

wilayah berdasarkan 

sektor pertanian dan 

industri. (Kabupaten) 

Berdasarkan 

mekanisme pasar, 

industry lebih 

mendominasi dalam 

Pembangunan 

wilayah. 

Pembangunan bisa 

pertanian akan 

terjadi, karena 

industri memberikan 

dampak finansial 

yang besar bagi 

daerah. 

4 Objek 

Komoditas 

Kebijakan Padi 

Bernutrisi Inpari IR 

Nutri Zinc. 

(Kabupaten/local) 

Dalam upaya 

mengatasi stunting, 

program ini 

dilaksanakan dinas 

terkait atas 

rekomendasi 

kementerian terkait. 

Karakteristik beras 

yang dihasilkan 

berbeda dengan 

beras pada 

umumnya, sehingga 

harga rendah dan 

penjualan dilakukan 

di luar daerah 

(Gambar 2).  

5 Objek 

Ekonomi 

Surat Keputusan 

Gubernur Jawa Barat 

Nomor: 

561/Kep.752-

Kesra/2022 tentang 

Upah Minimum 

Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2023 

UMR wilayah 

tertinggi di Indonesia 

menyebabkan anak 

muda lebih memilih 

di sektor jasa atau 

industri 

dibandingkan 

bekerja di sektor 

pertanian 

Keterangan: Informasi diperoleh dari observasi, wawancara 

dan survey lapangan (Juni 2023) 

 

Gambar 2. Siklus diskrepansi kebijakan pada 

program padi bernutrisi IR Nutri Zinc 
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Rekomendasi 

Kebijakan ruang di tingkat kabupaten 

(sentra produksi padi) sebaiknya difokuskan untuk 

mempertahankan pertanian padi. Perlu dipilah 

pertanian strategis dan non strategis, sehingga 

lebih jelas dan focus dalam perumusan kebijakan. 

Saat ini yang dibutuhkan adalah perubahan 

paradigma dan konsep dari pendekatan ketahanan 

pangan ke kedaulatan pangan yang menempatkan 

petani sebagai aktor utama pembangunan 

pertanian serta melaksanakan reforma agraria 

(Santosa 2020). 

Rekomendasi terhadap berbagai 

permasalahan diskrepansi (Tabel 1) tersebut antara 

lain: 

1. Menjadikan pertanian padi sebagai sektor 

yang memiliki daya saing dengan sektor 

lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan 

petani. Ketika petani padi memiliki pendapatan 

yang tinggi (dimensi internal) keberlanjutan 

pertanian dapat lebih terjamin (No. 1, 5). 

2. Membangun wilayah tidak harus 

menjadikannya menjadi kota. Kawasan 

pertanian dengan fasilitas pelayanan yang 

lengkap dan terpusat dapat menjadi alternatif 

dalam upaya mengatasi alih fungsi lahan yang 

sporadis (No. 1,3,5) 

3. Memperkecil konversi pertanian melalui 

pembatasan akses fasilitas rumah tangga 

seperti air PAM, listrik, jalan pada lahan-lahan 

terbangun yang berada pada kawasan 

pertanian lahan sawah (No. 1,3). 

4. Sinkronisasi kebijakan pertanian 

perlindungan lahan sawah antara pusat dan 

daerah sampai level paling rendah (dinas). 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) telah ditetapkan, namun 

pedoman dan arahan koordinasi 

pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. 

Disharmoni perencanaan sering terjadi di 

setiap level wilayah (Hadi, Mulya, and Iskandar 

2023) (No. 1,3,4). 

5. Transparansi lahan pertanian yang dilindungi. 

Selain petani tidak memahami lahan-lahan 

mana yang dilindungi dan mana yang tidak, 

pemerintah pusat perlu menjelaskan kepada 

masyarakat karena terdapat beragam 

nomenklatur tentang lahan sawah yang 

dilindungi antara lain: luas sawah baku (LSB), 

luas sawah yang dilindungi (LSD), dan luas 

lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). 

Sehubungan lahan sawah petani atau 

Masyarakat yang menjadi objek terhadap 

berbagai kebijakan perlindungan lahan sawah 

tersebut, maka petani perlu memahami 

persamaan, perbedaan dan bahkan 

konsekuensi terhadap pengenaan kebijakan 

terhadap lahannya. Kapasitas pemahaman 

berbagai nomenklatur ini perlu disampaikan 

petani dengan bahasa yang mudah dipahami 

(No. 1,3).  

6. Kompensasi yang tepat pada lahan-lahan 

sawah yang dilindungi telah diberikan oleh 

pemerintah melalui berbagai insentif (subsidi 

pupuk, alsintan, bibit). Namun demikian, 

kesejahteraan petani masih belum membaik, 

terbukti masifnya alih fungsi lahan di beberapa 

kabupaten lumbung pangan nasional. 

Peningkatan kesejahteraan petani yang dapat 

menjadi salah satu alternatif untuk 

mempertahankan lahan sawahnya adalah 

melalui bantuan pendidikan tingkat perguruan 

tinggi bagi anak petani pada bidang studi 

pertanian atau jaminan kesehatan bagi petani. 

Kedua permasalahan ini sering menjadi 

kendala utama petani dalam kehidupan sehari-

hari. Selain itu, program petani milenial di 

sentra produksi padi sebaiknya spesifik pada 

pertanian sawah (No. 2,5). 

7. Pemerintah perlu berhati-hati dalam 

menetapkan visi dan misi Pembangunan 

wilayah dengan menggabungkan 

pengembangan sektor pertanian dan industri. 

Potensi terjadinya bias industri dapat terjadi. 

Pengkajian bertingkat terhadap izin 

penggunaan lahan pertanian untuk industri 

(No. 3,5). 
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8. Sistem tertutup terhadap kebijakan yang 

bertujuan mengatasi permasalahan domestic. 

Misalnya Pemerintah desa berperan dalam 

siklus mengatasi program penanaman padi 

bernutrisi untuk mengatasi stunting (Gambar 

3) (No. 4).  

 

Gambar 3. Sistem tertutup mengatasi diskrepansi 

program padi bernutrisi 
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